SINOPSIS

Etika publik adalah filsafat praksis yang mengatur standar atau norma yang
enentukan baik-buruk dan benar-salah suatu peri%aku, tindakan, dan keputusan
alam menjalankan tanggung Jawab pada organisasi publik. Sebagai etika praksis,
tika ini didasari oleh profesional standards sebagai suatu aturan yang
penetapkan perilaku yang benar dan dijadikan sebagai pijakan dalam budaya
erja para stakeholder ~pejabat Eemerintah dalam setiap level struktur
emerintahan. Di lembaga legislatif, kelembagaan untuk menegakkan etika publik
tersebut dibentuk Badan Kehormatan (BK) yang berfungsi untuk mengawasi
1ggota legislatif dalam menjalankan fungsi cﬁm tugasnya serta mematuhi kode
dan tata tertib anggota legislatif.

BK merupakan kelembagaan baru dalam sistem tata pemerintahan kita,
ara khusus pada lembaga legislatif dalam bentuk alat kelengkapan dewan.
adan Kehormatan di lembaga legislatif tin%(at pusat (IPP%) lahir setelah
diundangkannya UU 22/2003 tentang Susduk DPR, MPR, DPD dan DPRD serta
d terbitkamga Peraturan Pemerintah (PP) 25/2005. Sedangkan Badan kehormatan
d} daerah (DPRD), UU 22/2003 tersebut diperkuat detﬁan diberlakukannya UU
3p/2004 tentang Pemerintahan Daerah. Keberadaan UU tersebut ditindaklanjuti
dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah 53/2005 sebagai revisi atas
perubahan PP 25/2004.

Jumlah anggota BK di setiap tingkatan dan daerah berbeda, bergantung pada
jumlah kursi di DPRD. Di DPRD Kabupaten/Kota, jumlah anggota DPRD
dibawah 34 orang, 1_Iumlah anggota BK sebanyak 3 oran ,f'(l.lmlah anggota DPRD
tara 35 orang hingga 45 orang, jumlah anggota sebanyak 5 orang.
dangkan untuk anggota DPRD provinsi dengan jumlah dibawah 74 orang,
lah anggota Badan Kehormatan sebanyak 5 orang. Sedangkan untuk anggota
wan den%an Jumlah DPRD provinsi dengan jumlah antara 75-100 orang jumlah
ota B sebaniwak 7 orang. Di DPRD f(ota Yogyakarta, jumlah anggota

Q sebanyak 40 orang, Karena itu jumlah anggota Badan Kehormatan
sebanyak 5 orang. Anggota BK di DPRD Kota Yogyakarta 2009-2014 berasal
dari 5 partai dengan suara terbanyak di DPRD.

Sebagai alat kelengkapan yang paling muda, BK  dalam proses
pembentukan dan menjalankan fungsi-fungsinya terdapat banyak tantangan.
Hambatan terberat adalah para anggota BK ini mengawasi kolega mereka sesama
sebagai anggota legislatif yang memiliki kedudukan yang sama dengan mereka.
Dalam penelitian ini, BK DPRD Kota Yogyakarta sudah melaksanakan peran dan
fungsi BK dengan baik. Putusan yang diambil oleh BK DPRD Kota Yogyakarta
berkaitan denEan penyelesaian beberapa kasus sudah dapat diselesaikan dengan
baik, termasu mergawab tantangan antara BK yang diposisikan pada wilayah
“hukum”, kajian etik, administrasi negara dan kajian politik. Hal tersebut tampak
dalam peneyelesaian kasus yang menyangkut kasus asusila, kasus pindah artai,

ehipuan/penggelapan. Termasuk kasus yang melibatkan ketua BK dan Wakil
F{ tua BK sendiri Vﬂﬂg pada akhimya BK merekomendasikan dilakukan PAW

rgantian Antar tu).

| XKekurangan BK selama ini terletak pada minimnya publikasi terhadap
kinerja BK. D1 media massa, sulit untuk menemukan kasus-kasus tersebut diulas
mcdia, baik media lokal maugun nasional. Hal ini semakin diperparah dengan
sikap pegawai Sekwan yang hampir sepenuhnya tertutup dan proses pelayanan
yang sangat birokratis. Kasus yang ditulis dalam penelitian ini, adalah murni hasil
wawancara peneliti dengan anggota BK. Data-data berasal dari anggota BK,
bukan data dari Sekwan. IHal inilah yang menjadikan peran BK selama ini tidak
bapyak diketahui oleh publik.
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